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ISYANA WISNUWARDIANI SADJARMWO ST, M H. 1) Y.
Notarty Kota Jakarta Pusat

-Nomor: 22
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. MITRA ADIPERKASA Thk
Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh lima Mei dua ribu —
ima belas [25-05-2015), pukul 13.00 (tiga belas nol-nol) Waki ——
Indonesia Barat—m8@8 ——mowm—oo

[ Telah berada di hadopan saya, ISYANA WISNUWARDHAN{-

SADJARWO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dengan wilayah —

i

jabatan Daerah Khusus lbukota Jakarta, berkedudukan di

Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah saya,
Notaris kenal, dan yang nama-namanya akan disebutkan pada

bagian akhir akta ini:

1. Nyonya SUSIANA LATIF, iahir di Jakarta, pada tanggai
delapan April serlbu sembilan ratus lima puluh detapan {08-

04-1958), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara,

Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading ——
— | Timur, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 012, setempat ——
dikenadl dengan Jalan Kelapa Kopyor Barat Vi) CL.2/18, ——

{pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tandag —

Penduduk Etlektronik Jakarta Utara, tanggatlima belas
Januar dua ribu dua belas {15-01-2012), Nomor:

3172064804580001), Warga Negara Indonesia.
2. Nyonya SJENIWATI GUSMAN, [ahir di Padang, pada tanggal

enam Desember seribu sembilan ratus lima puiuh delapan -

{06-12-1958), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, ——

Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Selafan, —
--_______"—'_"-—w-—..~
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Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, setempat dikenal —
dengan Jalon Kembang Wangi 1I/17 Biok K5 (pemegang ——

ianda pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk
Elektronik Jakaria Barai, fanggal dua puluh Januar dua ribu

dua belas (20-01-2012), nomor : 31 73084412580002), Wargd -

Negara Indonesia.

Menurut keterangan mereka datam hal ini bertindak =—-———-—
bersama-sama dalam kedudukan merekd masing-masing -—--
selaku Direktur PT MITRA ADIPERKASA, Tbk., dan berdasarkan -
kekuasaan yang diberikan Rapat Umum Pemegang Saham —
Luar Biasa perserodan yang cakan disebut di bawah ini, yang —
diadakan pada tanggal dua puluh lima Mei dua ribu lima —
belas {25-05-2015) éelc}ku demikian para penghadap

bertindak mewakiii Direksi dari dan oleh karena ity unfuk dan -

otas narma serta sah mewakili Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa PT MITRA ADIPERKASA, Tbk., berkedudukan -
di Jakarta Pusat, sebagaimana anggaran dasarnya yang —-
telah diubah secara keseluruhan dan berikut dengan

pengubahan dari padanya berfurui-turut telah diumumkan —

dan termakivb dalam: -

’ - Berita Negara Republik Indonesia nomor: 94, tanggal dua-
puluh tiga Nopember duad ribu empat (23-11-2004},
Tambahan Nomor : 11588;

\ - Berita Negara Republik Indonesia nomor: 82, tanggal ——
empat belas Oktober dua tibu lima {1 4-10-2005),

Tambcahan Nomor:. 287,

\ _ Berifa Negara Republik indonesia nomor. 4, tanggal tigoa—-

——
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belas Januari dua ribu sembilan {13-1-2009), Tambahan —

Nomaor: 934;

- Berita Negara Repubilik Indonesia nomor: 14, tanggal fujuh
belas Februari dua ribu dug belas (17-2-2012) . Tambahan —
Nomor: 1504;

sedangkan pengubahan terakhir dari susunan anggoia

Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbaias fersebui

termuat dalam:

1~ Akta yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, —

tanggal dua puluh satu Mei dua ribu empat belos ——-————-
(21-05-2014}, Nomor: 14, akta mana telah diberitahukan —
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik —
Indonesia melaltui Sistem Administrasi Badan Hukum {(SABH)
dan telah diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan —

Perubahan Data Perseroan tanggat tujuh belas Juni dua —

ribu empat belas {17-06-2014}, Nomor : AHU-
14071.40.22.2014;
(selanjutnya perseroan terbaias PT. MITRA ADIPERKASA, Tbk —

disebut: Perseroan).

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal.

-Para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka

sebagaimana tersebut di atas teriebih dahulu menerangkan —

sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, Senin tanggal dua puluh ima Mei duct ribu
lima belas (25-05-2015), bertempat di Ruang Puri Ratna, Hotel
Grand Sahid Jaya, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 86, ——

Jakarta 16220, dari pukul 11.45 (sebelas lewat empat puluh —
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lima menit) saompai dengan pukul 12.50 (dua pbelas lewat lima
putuh menit) Waktu Indonesia Barat, telah diadakan Rapat —
UmumPemegang Scham Luar Biqsa Perseroan, (selanjuinya —

disebuf: RAPAT). -

_  Bahwa dalam RAPAT tersebut telah dinadiri oleh para

pemegang saham dan atau kuasanya yang sah, yang
bersama-sama rmewakil 1.300.977.543 (satu miliar tiga ratus —-

juia sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu ima ratus empat ——

puluh tiga) saham atau 78,37% (tujuh puluh delapan koma ——
figa puluh tujuh persen) dari seluruh saham yang felah ————
dikeluarkan cleh Perseroan hinggd tanggal RAPAT yaity ————
1.660.000.000 {safu milyar enam ratus enam puluh juic) ———
saham, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang
Saham Perseroan per tanggal dua pulun sembitan Aprit dud —
ribu lima belas {29-04-2015) sampai dengan pukul 16.00 ———-
(enam belas nol-nol} Waktu Indonesia Barat, dengan ——————
demikian korum yang disyaratkan dalam (i} Pasal 22 ayat (1) -
Anggaran Dasar Perseroan (ii) Pasal 88 ayat {1} Undang-————
Undang PerseroanTerbaias Nomor: 40 Tahun 2007 {dua riby —
tujuh) (unfuk setanjutnyd disebut UUPT) dan [iii) Pasal 27 ———-
peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/P0OJK.04/2014 —
tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum ———————
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selaniutnyd —
disebut POJK 32} telah dipenuhi, sehingga RAPAT adalah sah
dan berhak unfuk mengambil keputusan yang sah dan ———

mengikal mengenadi hal-hal yang disebutkan dalam acara —




mAPAT dipimpin oleh Bapak GUSTI BENDORO .. —

PANGERAN HARYO HAJl PRABUKUSUMO, daiam

kedudukannya selaku Wakil Presiden Komisaris {Independen) -
Perseroan yang telah ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris —
Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal dua puluh ~—

satu Mei dua ribu lima betas (21-05-2015) sesuai dengan

ketentuan Pasal 20 ayat (1} Anggaran Dasar Perseroan.

- Bahwa acara RAPAT antara lain adaiah:

- Persetujuan atas rencana pengubahan beberapa -
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka
penyesuaian dan pemenuhan POJK 32 dan Peraturan ——
Otoritas Jasa Kevangan Nomeor: 33/POJK.04/2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik (“POJK 33").
I - Bahwa untuk RAPAT tersebut telah dibuat Risalah Rapatnya—

demikian seperti ternyata dari akta saya, Notaris, Nomor: 21—
tanggal dua puluh ima Mei dua ribu lima belas {25-05-2015).-~
l - Bahwa dalam RAPAT tersebut telah diputuskan beberapa —
keputusan, antara lain yang menyangkut perubahan
beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam ...
rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK Nomor: —
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan ——
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan
POJK Nomor: 33/POJK.04/2015 tentang Direksi dan Dewan

Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. —

- Bahwa keputusan semacam itu periu diberitahukan kepada -

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia —
h_-_-_-——'_"‘—-—-——_.__.



dan didaftarkan kepadd instansi yang berwenang. -

l - sahwa untuk memenuhi prosedur tersebut di atas perly

dibuat Akia Permyataan Keputusan Rapat tersendir yang —

terlepas dart Akta Risalah Rapat sebagaimana tersebut di ~—-

atas. -
\ - pahwa uniuk keperuan tersebut dengan ini Pard —————"

Penghadap menyatakan bahwa RAPAT tersebut menyetujui -

unfuk mata acara RAPAT kelima yaitu: —

1. Menyetujui pengubahan vetentuan Anggaran Dasar
cerseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK e
Nomor: 32/P0JK.04/2014 tentang Rencana dan ———————
Penyelenggaradn Rapat Umum Pemegang Saham —————-
perusahaan Terbuka aan PO JK Nomor: 33/POJK.04/2014 ——
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atay ——————
perusahaan Publik, yaitu dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, -
Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal
19, Pasat 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasat 24 Anggaran Dasar
Perseroan, dan sehubungan dengan pengubahan ——————- g
Anggaran Dasar tersebut maka untuk selanjutnya ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan kini tertulis dan haorus dibacd ——— __:

sebagai berikut: _ . B

o NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ————merem™
— CPASAL T e
1. Perseroan Terbatas ini bernama T MITRA ADIPERKASA Tbk” — f

{selanjuinya cukup disingkat dengan "Perseroan’’), ———————-

herkedudukan di Jakarta Pusat.— -

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ———

—_—



perwakilan, baik di dalam maupun di luar witayah Republik —-

indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

e — JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

PASAL 2

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidok terbatas, terhitung

sejak tanggal 31-7-1995 {figa puluh satu Juli seribu sembitan ratus

sembilan puluh lima).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang: -

® o2 0 T oa

]

o

Perdagangan;
Jasa;
Industri;
Pengangkutan;
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan;
Perikanan;
g. Peternakan;

h. Pertambangan.

sebagai berikut:

A. Kegiatan usaha utama:

b

I 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ———

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha .

Menjalankan perdagangan umum termasuk ———

perdagangan eceran;
Bertindak sebagai agen dan atau distributor dari ———
badan-badan dan peruschaan-perusahaan iain, baik —

dari dalam maupun dari luar negeri.— -
—_—'_"—“_"‘-—-»——‘-__




8. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan ——

usaha viama: -

a. Menjalankan kegiatan impor dan ekspor, antar ——————

pulau/daerah serta lokal; -

b. Berusaha dalam bidang pemberian jasa dan konsuttasi

pada umumnya {kecuali josa perjaiandn sernta —————

konsultasi dalam bidang hukum dan perpgjakan), ———-
terutama di bidang jasa perdagangan eceran, —————
, c. Menjalankan usaha dalam bidang industri {pabrik) dari

segala bahan yang dapai diproduksi di dalam negeri, -

termasuk produk pakaian jadi, alas kaki dan kerajinan —

fangan;
\ d. Menjolankan usaha dalom bidang pengangkutan ——-

dengaon menggunakan kendaraan bermotor, balk ———

uniuk angkutan orang (penumpangj maupun urtuk ——

angkutan barang:

] e. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, ——————-

perkebunan, kehutanan termasuk juga usan@ ——————- |
pengolahan hasil-hasil perianian, perkebunan dan ———

kehutanan;

h f. Menjalankan usaha dalam bidang perikanan daraf —

dan atau perikanan laut, ikan, baik secara tradisiontl ——

maupun secara moderm;

. g. Menjalankan usaha dalam bidang petemakan darl ——

segala macam binatang temak yang dapat ——————

dipelinara;

] h. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan dari
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segala macam bahan tambang yang dapat diolah di -
ddlam negeri, tfermasuk penggalion dan proses -

lanjuion.

MODAL

PASAL 4,

. Modal dasar Perseroan adalah sebesar
Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), terbagi atas ———__
4.000.000.000 {empat miliar} saham, masing-masing saham —
bemilai nominal sebesar Rp.500,- (lima ratus Rupiah), —— .
. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor —
41,5% (empat puluh satu koma lima persen) atau sejumiah

1.660.000.000 (saiu miliar enam ratus enam puluh juta) ——

saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp.830.000.000.000.- {delapan ratus tiga puluh miliar Rupiah) —
oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian -

saham.

. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan —
oleh Direksi menuruf keperluan modal Perseroan, pada waktu
dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh —
Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang —
Saham (selanjutnya disebut juga "RUPS"), dengan
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan ——
perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia, —-
asal saja pengeluaran saham itu fidak dengan hargd — -

dibawah pari.

. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran saham ——.—

atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek ——_
__—_-—_H——_-_’—H-
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J—
yang mengandung hak untuk memperoleh saham {untuk —

selanjutnya disebut juga dengan "Efek Rersifat Ekuitas”) yond
dilakukan dengan pemesanan, maka hal terseput wajib —
dilakukan dengan memberikan hak untuk mempbeli terlebih
dahulu saham yong akan diketuarkan tersebut {uniuk ——
selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan "Hak Memesan

Efek Terlebih Dahulu” atau disingkat "HMETD") kepadd ———

pemegang saham yang namanya terdafiar dalam Dafiar -

Pemegang Saham Perserodn pada tanggal yang diteniukan
RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Rersifat EkUitas ———
dalam jumiah yang sebanding dengan jumiah saham yang -
telah terdafiar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan —

atas nama pemegang saham masing-masing padda tc:n‘ggal'

tersebut. —
"HMETD tersebut dapat dialinkan dan diperdagangkan, —
dengan mengindankan ketentuan Anggaran Dasar dan —

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di —

Indonesia. -
-Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan —
dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dictokasikan
kepada semua pemegang saham yang memesan ————
tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabilda -
jumiah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumiah
Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat —
Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dictokasikan ——

sebanding dengan jumiah HMETD yang dilaksanakan oieh —~

masing-masing pemegang saham yang memesan Efek —
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Bersifat Ekuitas, demikian dengan mengindahkan peraturan —
perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. ——
-Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Efek ———
Bersifat Ekuitas yang tidak diombil bagian oleh pemegaong ——
saham, maka dalam hal terdapat pembel siaga, Efek .
Bersifat Ekuitas wajib diatokasikan kepada pihak tertenty -
yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga yang —
fidak lebih rendah dari dan sesual dengan persyaratan yang -
ditetapkan oleh RUPS yang menyeiujui pengeluaran Efek ——-.
Bersifat Ekuitas tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-—————

undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -

. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas kepada karyawan —
Perseroan, pemegang obligasi atau efek Iain yang dapat -
dikonversi menjadi saham, waran dan atau efek lainnyg —
yang sejenis dengan itu dan pengeluaran saham yang ————.
dilakukan dalam rangka reorganisasi dan atau restrukiurisasi —
yang telah disetujui oleh RUPS, dapat dilakukan Perseroan
tanpa memberi HMETD kepada PArG pemegang saham ——.-

yang ada pada saat ity, satu dan lain dengan -

mengindahkan ketentuan yang termuat dalam ANYQaran ——
Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -

Modat di Indonesia.

. Pelaksanaan pengetuaran saham yang masih dalam —
simpanan kepada pemegang efek yang dapat ditukar -
dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk ——

memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi —— .
—-___-"'__“———-—4_._




12

S
herdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah ———————

menyetujui péngeiucran efek tersebut.

7. Penambahan modal disetor menjadi efekiif setelah —————

terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan
mempunyai hak-hak yang sama dengan sahom yang ————
mempunyai kiasifikasi yang sama yang diterpitkan oleh ——
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewdjiban Perseroan

unfuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik indonesia. ~
_PENAMBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN ——n—
PASAL S

1. Penambahan modal dasar Perseroadn hanya dopat ditakukan

berdasarkan kepuiusan RUPS. -
2. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal —
ditempatkan dan disefor menjadi kurang dari 25% (dua pulun

lima persen) darl modai dasar, dapat dilakukan sepanjang —

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah —

modal dasar;

b. telah memperoteh persefujuan Menter Hukum dan Hak —

Asasi Manusia Republik Indonesia;

c. penambahan moddal ditempatkan dan disetor sehingga —~
menjadi paling sedikit 25% {dua puluh lima persen) dari —
modal dasar, waijin dilakukan datam jangka wakiu paling

lambat 6 {enam) bulan setelah diperoiehnya psarsetujuan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubilk Indonesi

sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas;———
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d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana ——.

dimaksud dalam huruf ¢ di atas tidak terpenuhi ——— .
sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali ..
anggaran dasamya, sehingga modat dasar dan modal ——
disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat —-
(2} Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang ——__
Perseroan Terbatas, dalam jangka wakiu 2 {duag)} bulan ——

setelah jangka waoktu dalam huruf ¢ di atos fidak ———

terpenuhi;

I e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf g

di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah . _

anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf d di

afas.
‘ 3. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan .
modal dasar menjadi efeklif setelah terjadinya penyetoran -
modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi
paling kurang 25% (dua puluh lima persen} dari modal dasar —

dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya

yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi —.
kewdajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan
anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia —
Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal .-

disetor tersebut.

SAHAM
PASAL 6

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adaiah
_——_'-_'—“_'—-————.._,_




. Surat saham dan atau surat kolektif saham harus dicetak -
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saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknyd
yang terdaftar dalam Daffar Pemegang Saham.—————
Bukti pemiiikan saham dapat berupa surat saham.—————-
Dalam hal Persercan tidak menerbitkan surat sasham, ——
pemilikan saham dapat dibukiikan dengan surat keterangd
atou catatan yang diketuarkan oleh Perseroan,————————

Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham

diberi sehelai surat saham.
Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagat bukti ———
pemilikan 2 (dua} atau lebih saham yang dimiliki oleh ———

seofang pemegang saham.

Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnydle————

a. nama dan alamat pemegang saham;

k. nomor surat saham; o

¢. nilagi nominal saham;

d. tanggal pengeluaran surat soham;

e. tanda pengenal sebagaimana akan difentukan oleh ——

1 Direksi.

Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:

a. nama dan alamat pemegang saham;

bb. nomor surat kolekiif saham;

. homor surat saham dan jumlah saham;

c
d. nilai nominal sacham;
e

. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;

f. tanda pengenal sebagaimana akan diteniukan oleh ———;

| Direksi.
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sesuai dengan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
di Indonesia dan ditandatangani oleh secrang anggota ——
Direksi bersama-sama dengan seorang anggoia Dewan — .
Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung ———

pada surat saham atau surat kolektif saham yong ——————

bersangkutan.

. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada .

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank —
Kustodian {khusus dalam rangka Kontrak investasi Kolektif), ——
maka Perseroan wajib menerbitkan serfipikat atau konfirmasi -
fertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ——
atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak ——-
Investasi Kolektif), sebagai tanda bukdi pencatatan dalam —

Daftar Pemegang Saham Perseroan.

-Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk —.

saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya -

harus mencantumkan:

a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan — .
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan ——

Penitipan Kolektif yang bersangkutan:

b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;

c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi terfulis;_

d. jumiah nilai nominal sacham yang tercakup dalam ———

konfirmasi tertulis;
e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif —
dengan kasifikasi yang sama, adalah sepadan dan -

dapat diperiukarkan antara satu dengan yang ain—— .
-‘—‘ﬁ_“——--—_._
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11.Setiap pemegang saham menurut hukum harus funduk ——

kepada Anggaran Dasar dan kepada semud keputusa
yang diambit dengan sah dalam RUPS serfa peraturan ———

perundang-undangan.

’ 12. Untuk saham Persercan yang tercatat dalam Bursa Efek di
Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di pidarn
Pasar Modal di Indonesia. —-
SURAT SAHAM PENGGANTI -
PASAL7 __

1. Jika surat saham rusak atau tidok dapat dipakdi, afas ——-—
perminfaan pemegang saham yang bersangkutan, Direksi —
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham

yang rusak atau fidak dapat dipakai tersebut diseranhkan ——

kembali kepada Direksi. : -
] 2. Surat saham sebdgaimana dimaksud pada ayat (1} Pasal int -
harus dimusnahkan dan dibuat betita acara oleh Direksi ———

untuk ditaporkan dalam RUPS berikutinya.

l 3. Jika surat saham hilang, atas permintaan terfulis pemegang —
saham yang bersangkutan, Direksi mengeluarkan surat ————
saham pengganti setetah Perseroan mendapatkan dokumen
pelaperan dari kepolisian Republik Indonesia atas hitangnya —

sural saham tersebut dan dengan jaminan yang dipandang

perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.———————
‘ 4. Setelan surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham ———
yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi ferhadap

Perseroan.

l 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat

—_——
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saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang

berkepentingan.
. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang

terdaftar poda Bursa Efek di Indonesia, berlaku peraturan -
perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia ——
dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempai saham ———
Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek ——
dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan, sesuai ——

dengan peraturan Bursa Efek di indonesia di tempat saham -

Perseroan dicatatkan.

. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), —
ayat {3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6} Pasal ini mutatis————

mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham ——__

penggonti.

PENITIPAN KOLEKTIF

PASAL 8

. Sahom dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar —
Pemegang Saham Perseroan atas nama tembaga ———
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenqp
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan don ———-

Penyelesaian,

- Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau —-
Perusahaan Efek dicatat datom rekening Ffek pada .
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat otas —.—.——

nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek untuk

kepentingan segenap pemegang rekening pada Bank ———
-__'_‘—"—-——_._____
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xustodian afau Perusahaan Efek tersebut.

l 3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank —————
«ustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana
berbentuk Kontrak Investasi Koleklif dan tidak termasuk ——— |
dalam Penitipan Kolekiif pada Lembaga Penyimpanan dan —
Penyelesaian, maka Perseroan akan mencaiatkan saham —

tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Gtas -

nama Bark Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik —

Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Konirak Investasi -

Kolektif tersebut. —
4. Perseroan wdjib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis
kepada Lembagad Penyimpanan dan Penyelesaian ————-—
sebagaimana yangd dimaksud daiam ayat (1} Pasal ini atau -
Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat {3}

Pasal ini, sebagai tanda bukii pencatatan daiam Daftar —

Pemegang Saham Perseroan. —

5. Perseroan wdjib memutasikan saham daiom Penitipan ———
Kolekiif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Daftar Pemegong
Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk —

oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank —

Kustodiaon dimaksud.

_Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembagad ———————-
Penyimponan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ———

kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk

Perseroan.
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6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian —_
atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada -

pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam

rekening Efek.

‘ 7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan Klasifikasi
yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan -
dapat dipertukarkan antarca satu dengan yang lain.————
' 8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam — ..
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut hiltang  afau
musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat
memperikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa ——

pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang scham dan —

surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah,——
’ 7. Perseroan wdijib menolak pencatatan saham ke dalam —
Fenitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, ———

diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan —

atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.

' 10.Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam

Penitipan Kolekiif berhak hadir dan atgu mengeluarkan suara

dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimitikinya ——

pada rekening Efek tersebut,
l 11.Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wdjib menyompaikan —
daftar rekening Efek beserta jumiah saham Perseroan yong —
dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank —
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga —-

Penyimpanan dan penvelesaian untuk selanjutnya —

diserahkan kepada Perseroan paiing lambat 1 {satu) hari ——_




12. Mandjer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara ——

13. Perseroan waijib menyerahkan dividen, saham bonus atau —
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kerja sebelum panggiian RUPS. —_

dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam ——
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan ——
bagion dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak —
Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolekdif -
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan —
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib -
menyampaikan nama Manajer investasi tersebut kepada —

Perseroan paling lambat 1 {saiu) har kerja sebelum —————

panggilan RUPS.

hak-hak ldin sehubungan dengan pemilikan saham kepadad —~
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham ——
dalam Penifipan Koleklif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelescian dan seferusnya Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian fersebut menyerahkan deviden, saham pbonus
atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepadg ——
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing —————

pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan

Efek tersebut. -

14. Perseroan wajio menyerankan dividen, saham bonus atau hak-

hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank —
Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolekfif pada Bank ——
Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa

Dana berpbentuk Konirak Investasi Kolektif dan tidak termasuk

dalam Penifipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ——— '

T ————
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Penyelesaian.

15. Batas wakiu penentuan pemegang rekening Efek yang ———
berhak uniuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-—
hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam ——-
Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan —-
bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib —————-
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserfa ———
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing —
pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga ————
Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lkambof padd ————
tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham —
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau —
hak-hak fginnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada ——
Perseroan paling lambat 1 {satu} hari kerja setelah tanggal ——
yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang ———

berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-—

hak lainnya fersebut.
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
PASAL9

1. Dalam hal terjadi pervbahan pemilikan dari suatu saham, —-
pemilik semuta yang felah terdaftar dalam Daftar Pemegang
Saham harus fefap dianggap sebagai pemilik saham —————
tersebut sampai nama dard pemilik saham yang batru telah ——
ferdaftar dalam Dafiar Pemegang Saham Perseroan, —————
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan ——
dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia di mana saham —————

Perseroan dicatat.

e




22

mohcn hak atas saham harus pberdasarkan aktd ————

pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang —————-
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil
mereka yang sah atau perdasarkan lain-iain surat yang ——-

cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat |

Direksi tanpa mengurangi ketentuan daiam Anggaran Dasa

ini.
3. Akta pemindahan hak atau lain-icin surat sebagaimand ———
dimaksudkan dalam ayat {2) Pasal ini harus berbentuk ———
sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima —

oleh Direksi dan salinannya di sampaikan kepada Perseroan, .

dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas
saham yang tercafat pada Bursd Ffek di Indonesia harus —
memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar-
Modal di indonesia termasuk peraiuran yang bericku pada-

Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicaial.—

4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam ———
Penitipan Kolekiif ditakukan dengan pemindahbukuan dari
rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang iain pada —

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian

dan Perusahaan Efek. -
1 5. Pemindahan hak atas scham hanya diperbolehkan apabila f_é_

1 semua ketentuan dalam Anggaran Dasar felan dipenuhi.ﬁ_;
i 6. Pemindanan hak atas saham harus dicatat baik daiam -

Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat scham dan

suraf kolektif saham yang bersangkutan. #Q: k

. -Cataton ifu harus ditandatangani oteh seorang anggota — |
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Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan —.——

Komisaris atau kuasa mereka yang sah atau oteh Biro — ————

Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi,
Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan ————
memberikan atasan untuk itu, dapat menolak untuk — ————
mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalom Daftar ——
Pemegang Saham apabila ketentuan daiam Anggaran ————
Dasar ini tidak dipenuhi atay apabila salah satu doril ——————-

persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.————

. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan —

hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan
penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya -

selombatnya 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal

permohonan unfuk pendaftaran ity diterima oleh Direksi, ——-
dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang —————
tercatat di Bursa Efek di Indonesia, dengan memperhatikan —
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di -

Indonesia.

Dafiar Pemegang Saham harus dituiup pada 1 {satu) hari ——-
kerja sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk —

menetapkan nama para pemegang saham yang berhak ——

hadir daiom Rapai yang dimaksud.
.Setiap crang yang memperoleh hak atas suatu saham —————
karena kematian seorang pemegang saham atau karena ——
suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suaty ——-
saham beralih karena hukum, dengan mengajukan ——————

permochonan secarq tertulis dan melampirkan bukii haknya —
h_—‘--—h——_—~—--——_




24

e ——

sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan ———————
didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut. —————
-Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat —————-
menerima dengan baik bukii peralihan hak itu, 1anpd ————-
mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serfd ——————

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di —

Indonesia. -

.Semua pembatasan, farangan, dan ketentuan dalam

Anggaran Dasar yang mengaiur hak untuk memindahkan ——
hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas

saham harus berlaku pula secara mutatiss-mutandis ternadap

sefiap peralihan hak menurut ayat (10) Pasal int.

~DIREKSI

PASAL 10

. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang ferdir —

dari sedikitnya 3 {tiga) orang anggoia Direksi, dengan —-—-——

susunan sebagai berikut .

a. seorang Presiden Direktur;:

b. seorang Wakil Presiden Direktur; dan
c. seorang Direktur atau lebih.

-Anggota Direksi diangkat dari warga negara Indonesia dan
atou warga negara asing yang memenuhi persyaratan
sesuail peraturan perundang-bndangan yang berlaku dan —

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Moddal.

_Pencalonan anggota Direksi dapat diusulkan oleh 1 {satu) —

pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili

sedikitnya 10% {sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham ——
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dengan hak suara yang sah, dan usul tersebut telah diterima -

secard teriulis oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh} horf —

sebelum tanggal Panggilan RUPS.
. Anggota Direksi diongkat oleh RUPS, untuk jangka wakty ———.-
sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat
mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang kedua sejak -
tanggal pengangkatan mereka, dengan 1id0k mengurangi -
hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-wakfu. . —

- Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir ——_

dapat diangkat kembali.
. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih ——
afau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka ——
waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terjodi ———
lowongan harus diselenggarakan RUPS unfuk mengisi —— .
lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan —
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal —

dan Anggaran Dasar.

-Dalam hal jumlah minimal Direksi sebagaimana diatur daiam
Pasal 10 ayat (1) terpenuhi, maka tidak diperiukan adanya —
RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dan lowongan ity ———
dapat diisi dalam RUPS Tahunan yang berikutnya, - _
-Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota ————.
Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat {2) Pasal ini atau
unfuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat dalam -
RUPS sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus .
diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa ——

jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat,
-————_._____-—__-




4. Jika oleh suaiu sebab apapun semua jabatan anggotd ——

7.

——

. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya —
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Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh —————

anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan —

Komisaris.

dengan menyampaikan permohonan uniuk itu secara teriulis
kepada Perseroan sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari ——

sebelum fanggal pengunduran dirinya.

-Perseroan wdajib menyelenggarakan RUPS untuk ————————
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi -
dalam jangka wakiu paling lambat 90 {sembilan puluh) hari -

setelah diterimanya surat pengunduran dini.

_Datam hal Perseroan fidak menyelenggarakan RUPS dalam —
jangka wakiu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan
lampaunya kurun wakiu tersebut, pengunduran dir anggota -
Direksi menjadi sah tanpa memeriukan persetujuan RUPS. ——
_Dalam hal anggota Direksi mengundurkan dird sehingga —
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari —
2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabita —
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota —
Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal

jumiah anggota Direksi.

Usulan pengangkatan, pemberhenticn dan/atay ————————
penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus ——————
memperhaiikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau ——

komite yang menjalankan fungsi nominasi. —

Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
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d. mengundurkan did sesuadi kefentuan ayatf (8)———

b. masa jabatannya berakhir;

c. fidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-—-

undangan;

d. meninggat duniq;

e. diberheniikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
PASAL 11

. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar ——

Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, -
mengikat Perseroan dengan pihak igin dan pihak fain - .
dengon Persercan, serta menjalankan segala tindakan, baik -

yong mengendai kepengurusan maupun kepemilikan, akan —-

tetapi dengan pembaoiasan bahwa untuk:
a. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan ——
memberikan pinjoman jangka menengah/panjang serta —
memberikan pinfjaman jangka pendek yang tidak bersifat

operasional yang melebihi jumlah tertenfu yong ———— .

ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
b. Mengadakan perjanjian atau kerja sama lisensi atay ———-

petjanjian sejenisnya dengan badan usaha atau pihak —-

lain yang tidak bersifat operasional;

C. Melepaskan aktiva tetap (fixed asset} Perseroan; —————.-
d. Menjaminkan akiiva tetap (fixed asset) Perseroan; —
e. Mengambil bagion baik sebagion atau selurshnya atau —.

ikut serta dalam Perseroan atau badan lain atau —————

menyelenggarakan perusahaan bary;
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f. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan —-——-

Perseroan dalam perserodn aiau badan lain; ————————

' g. Mengikat Perseroan sebagai penjamin {borg atau avalist}
yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumiah :

terientu yang ditetapkan oieh Rapat Dewan Kornisaris; —

} h. Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan darn ————
pembukuan piutang dan penghapusan persediadn ————

barang yang melebihi jumiah tertentu yang ditetapkan —

oleh Rapat Dewan Komisaris;
i, Mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan harta —

kekayaan Perseroan yang jumltahnya kurang dari apa —

yang ditetapkan dalam ketentuan ayat (2) di bawah ini.
i. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi. ———
harus dengan perseivjuan tertulis dari dan atau akta yong —
bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisc:ris.‘i_-
2 Untuk pelaksanaan fransaksi afau perbuatan hukum yang —
merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dala
ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang —————
mengatur mengenai Transaksi Material termasuk findakan —-
untuk mengalinkan atau menjadikan jaminan viang atas ——
kekayaan Perseroan yang merupakan lebin dari 50% (lima —
puluh persen) dari jumlah kekayacn bersih Perseroan dalam
satu fransaksi aiau tebin, baik yang berkaitan satu sama tain
maupun tidak, maka fransaksi atau perbuatan hukum ———
tersebut wajib dilakukan oleh Perseroon dengan ———————-

memperhatikan ketentuan yang bericku di bidong Pasar ——

Modal yang mengatur mengenai Transcksi Material




3. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa
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penggabungan, peleburan atau pengambilalihan ——
Perseroan, pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan ——
agar Perseroan dinyatokon pailit, perpanjangan jangka ————
waktu berdirinya Perseroan maupun pembubaran Perseroan,
Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur ——.

datam Pasal 21 ayat {11} Anggaran Dasar ini.

. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang -

memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota ——
Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan ——
kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memeriukan —
persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju ferbanyak dari ——.
pemegang saham yang tidak mempunyai benturan ——
kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

(8) di bawah ini.

. Dua orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak .

dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -

mewcakili Perseroan.

. 4. Seorang anggota Direksi fidok berwenang mewakili ———._

Perseroan apabila:;

l i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan .
dengan anggota Direksi yang bersangkutan; —
[ il. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai —— .
kepeniingan yang berbenturan dengan kepentingan ——-

Perseroan.

I i. anggota Direksi yang diberhentikan sementarg ———

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat {(4) —




l b. Yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak menguran

i

iil.
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Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan ——-

pemberhenfian semeniara oleh Dewan Komisaris sa

dengan:

ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah: ———

1} terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Sah

yang menguatkan atau membatalkan pemberhe

sementara tersebui; atau -

I 2} lampaunya jangka wakiu sebagaimana dimaksud::

pada Pasal 14 ayat {6) Anggaran Dasar ini. —

anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai bentu

kepentingan dengan Perseroan;
Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi —

mempunyai benfuran kepentingan dengan Perseroa

atau
pihak lain yong ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang i
Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewcm:
Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan

Perserodn.

RAPAT DIREKSI

1. Penyelenggaraan Rapati Direksi wdijib dilakukan secard ——

PASAL 12

berkala paling kurang 1 {satu) kali dalam setiap bulan, dan

dapat diadakan sefiap wakiu bilamana atas hal-hal sebagd}é

berikui: =

a. apabila dipandang perlu oleh secrang aiau lebih _-—_—a

anggota Direks!; —
—_—
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mminmon tertulis dari seorang atau lebih anggota —

Dewan Komisaris: atau —_—

C. atos permintaan terfulis dari 1 (satu) orang afau iebih —___
Pemegang saham yang bersoma-sama mewakili 1/10
{satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sgham —_

dengan hak suara yang sah.

( 2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang - _

berhak berindak untuk dan atas nama Direksi menurut —

ketentuan Pasal 1) ayat (5) di atas._
’ 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat _
atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada —_
sefiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima
pdaiing lambat 3 (tiga) har sebelum Rapat diadakan, dengan

fidak memperhitungkan fanggal panggilan dan tanggal .

Rapat—(— ~
( 4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, —
waktu, tempat, acarg Rapat, dan bahan acara Rapat paling

lambat sebeium Rapat diselenggarakan. - -

' 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau -
tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semug —__
anggota Direksi hadir atau diwakill, panggitan terlebin dahulu
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan

di manapun Juga dan berhak mengambil keputusan yang ——

sah dan mengikat,

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal
Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang

tidak periu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi ____
‘—_'—__'_H_—-—u—____




| 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeiuarkan 1

. Seorang anggota Direksi dapat diwakiii datam Rapat Direksi

. Rapat Direksi adatah sah dan berhak mengambil keputusan

. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ——————
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dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipifih oleh dan —

dari antara anggota Direksi yang hadir.

hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

yang mengikat apabila lebih dari 1/2 {satu per dua) dari ———
jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau ——

diwakili dalam Rapat.

musyawarah untuk mufakat. Apabila fidak tercapal maka ——
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan

suara setuju sedikitnya lebih dari 1/2 {satu per dua) dari __.__-:{:'

l 10. Apabita suara yang sefuju dan yang tidak setuju berimbang, -

jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.————

Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. _

(satu) suara dan tambahan 1 {satu) suara untuk setiap m_&

anggota Direksi lain yang diwakiinya.

l b. Pemungutan suara mengendi diri orang dilakukan _____‘;
dengan surat suara terfutup tanpa tanda tangan “_h*__
sedangkan pemunguian suara mengenai hal-hal [ain __ﬂ
dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan w
lain tanpa ada keberaian dari anggota Direksi iain yang _

hadir. __

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap fidak ﬂi

dikeluarkan secara san dan dianggap fidak ada serta ﬁ_ﬁ

fidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang __ﬂ
—————
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dengan sah dalam Rapat Direksi.
m_—-_b___"__"—-»—h..*,,
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dikeluarkan,

Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam

Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat. Risalan Rapat -
Direksi dibuat oleh seorang notaris yang ditunjuk oleh Ketua —.
Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakandan ——
dikonfirmasikan kepada para peserta Rapatf, kemudian ———._
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yong hadir ———_
dalam rapat, dalam hal terdapat anggota Direks yang fidak
menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan —.
wdijib menyebutkan alasannya secara tertulis daiam surat —_
tersendir yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risaiah .
ini merupakan bukdi yang sah untuk para anggota Direksi dan
uniuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambit daiam

Rapat yang bersangkutan. —

Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatangonan
demikian tidak disyaratkan. Hal tersebut juga berlaku bagi —
Rapat Direksi yang dilakukan bersamaan dengan Dewan —_.

Komisaris.

- Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah anpa ——

mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua . _
anggofta Direksi telah diberitahy secara terfulis dan semua
anggota Direksi memberikan persetuivan mengenai usul —
yang diajukan secara tertylis dengan menandatangaoni —

persetujuan tersebut,

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunydi

kekuatan yang sama dengan keputusan yang diombpil ——
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14. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewdn
Komisaris secara berkala paling kurang 1 {satu) kali dalam

{empat} butan.

I 15. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dan ayat (14) Pasal ini unfuk tahun berikutnya

sebelum berakhirnya tahun buku.
DEWAN KOMISARIS
PASAL 13

1. Dewan Komisaris terdir dari sedikitnya 3 (figa) orang anggol

Komisaris dengan susunan sebagai berikut :

a. seorang Presiden Komisaris;

b. seorang Wakil Presiden Komisaris;

¢. seorang Komisaris atau lebih.

2. Dewan Komisars diangkat dari warganegara Indonesia dan
atau warganegard asing yang memenuhi persyaratan sesu

peraturan perundang-undangan.

-Pencalonan anggota Dewan Komisaris dapat diusulkan ole
1 {satu) pemegang saham atau febih yang bersama-sama —
mewakili sedikitnya 10% {sepuiuh persen} dari jumiah seluruh
saham dengan hak suara yang sah, dan usul tersebut telah |
diterima secara tertulis oleh Direksi paling lambat 7 {fujuh) han

sebelum tanggal Panggilan RUPS.

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka -
wakiu sejak tanggal yang diteniukan pada RUPS yang ___M
mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan ycmgé_‘

kedua sejak tanggal pengangkatan mereka dengan tidak a—f:

mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya SeWCIk]lU--—-:f
e



35

waktu.
- Anggota Dewan Komisaris yang masd jabatannya telah — .

berakhir dapat diangkat kembdii.

. Jika oleh suatu sebab jobatan anggota Dewan Komisaris —

lowong, maka dalam jangka wakiu 180 {seratus delapon ———

puiuh) hari setelah terjadinya iowongan, harus
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan ——

memperhatikanketentuan ayat (2) Pasal ini.

-Seorang yang diangkat unfuk menggantikan anggota ———
Dewan Komisaris yang diberhentikon berdasarkan ayat {3) —-
Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang ——
diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris ———
yang ada, harus diangkat untuk jangka wakts yang ——— .
merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris — -

yang masih menjabat.

-Dalam hat jumlah minimat anggoeta Dewan Komisaris -
sebagadimana diatur dalam Pasal 12 ayat {1) terpenuhi ——__
maka tidak diperukan adanya RUPS untuk mengisi ———

lowongan tersebut, dan lowongan itu dapat diisi dalam RUPS

Tahunan yang berikutnya.
. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan —-
diri dari jabatannya dengan menyampaikan permohonan ——
secara teriulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan

sekurangnya 90 {sembilan puluh) hari sebeium fanggal — .

pengunduran dirinya.,

-Perseroan wajib menysilenggarakan RUPS untuk

memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan
—_"'_"—"‘—-——--—__..___
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e ———

Komisaris dalam jongka wakiu paling lambat 90 {sembilan
puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran ciri.—
-Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dala
jongka waktu sebagaimana dimaksud di otas, maka den
iampaunya kurun wakiu tersebut, pengunduran diri ongg
Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujud

RUPS. -

- Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan dli
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran dir
tersebut sah apabiia telah ditetapkan oleh RUPS dan telah
diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga
memenuhi persyaratan minimal jumich anggoeta Dewan

Komisaris.

4. Jabatan anggoeta Dewan Komisaris berakhir apabilal—————

mengundurkan diri sesudi dengan keteniuan ayat (5):—-

0

o

masa jabatannya berakhir;

0

tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan

d. meninggal dunia;

e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS ——————— _
——— _TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS ——-———
PASAL 14

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnyd, baik —
mengenai Perseroan maupun usaha Perseraan, dan ____“i_;_

memberi nasehat kepada Direksi.

2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kefja kantor __-_H
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Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau —-
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh .
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, suraf —
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan —— .
keadaan uang kas dan lain-iain serta bernak unfuk

mengetahui segala findakan yang telah dijalankan oleh ———_

Direksi.

. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib unfuk memberikan ——

penjetasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan

Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris setiap wakiu berhak

memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih
anggota Direksi dari jabatannya apabila anggota Direksi
tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ———
melalaikan kewdgjibannya aiau terdapat alasan yang —————-

mendesak bagi Perseroan.

Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara .-

tertulis kepada yang bersangkutan dengan diseriai alasan

dari findakan terseput,
Datam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh} hari —
sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris —..—
wdjib menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau ——
menguatkan keputusan pemberhentian semeniara, ———__
sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan ——

sementara ity diberi kesempatan untuk hadir guna membela

dliri.
‘“———'_-—-_——-""—-.
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- Apabila RUPS tersebut fidak diadakan dalam wakiu 90
{sembilan puluh) hari sefelah pemberhentian sementara itu —-
atau RUPS fidak dapat mengambil keputusan, mokg ———— .
pemberhentian semeniara fersebut menjadi batal demi ————
hukum dan yang persangkutan menduduki kembali ———————

jabatannya.

7. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementarg ———
oleh Dewan Komisaris dan Perseroan tidak mempunyai ————-
seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan —
Komisaris diwdgiibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal ——
demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan -
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara —
anggota Dewoan Komisaris atas fanggungan Dewan

Komisaris.

8. Dalam hat hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, ——
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada —

anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku

pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS —
PASAL 15

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris —

paling kurang 1 {satu] kali dalam 2 {dua) bulan.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat {1} -
sampdai dengan ayai {13} dalam Anggaran Basar ini mutatis —-
mutandis beriaku bagi Rapat Dewan Komisaris.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 16




1. RUPS adalah:
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. RUPS Tahunan;

b. RUPS lainnya yang diadakan sewaktu-wakiu berdasarkan -
kebutuhan Perseroan, yang dalam Anggaran Dasar ini —

disebut juga RUPS Luar Biasa.

2. Istitah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ——

ditentukan lain.

——__RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ———

PASAL 17

1.

. Dalam RUPS Tohunan:

RUPS Tahunan diselenggarakan oleh Direksi fiap tahun, ———
selambainya é {enam) bulan setelah ditutupnya tahun buku -

Perseroan.

a. Direksi wajib mengaiukan laporan keuangan fahunan ——

untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS. ————

b. Direksi wajib mengajukan laporan fahunon mengendi ———
keadaan dan jalannya Perseroan unfuk mendapaikan ——-

persetujuan RUPS.

l c. Direksi wajib menyampaikan rencand penggunaan laba —

Perseroan.
1 d. Direksi wajib mengajukan kepada RUFS, penunjukan ———
kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas jasa ———
Keuangan sebagaimana diusuikan oleh Dewan Komisaris.

l e. Jika pertu, ditakukan pengangkatan para anggota Direksi -

dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan.———————-

l f. Direksi dapat mengajukan hal-hal Iain demi kepentingan —
.—_‘__‘_“—“"———-—_
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Wesuai dengan ketentuan Anggaoran Dasar.——

| 3. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan ——

keuanhgan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan

dan pembebasan ianggung jawab sepenuhnya kepada ———
anggota Direksi dan Dewan Komisaris alas pengurusan dan —
nengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporon ————-

tahunan dan laporan keuangan, kecuali perbuatan ————— —

penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnyd.————
— . RAPATUMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA —(—
PASAL 18

1. RUPS Luogr Biasa dapat diselenggarakan sewakiu-wakiy ——
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan don ———————
memutuskan mata acara Rapat, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.—————

2. a. Direksi wdjib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa afas ——-

permintaan fertulis dari Dewan Komisaris atau 1 {satu} ———-

pemegang saham atau lebin yang bersama-sama ————.
memiliki 1/10 {satu per sepuluh) bagian atau tebih dari ———
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. —

b. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa ——

kepada pemegang saham dalam jangka woktu pdling ——

lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejok tanggatl —————

permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa .

sebagaimana dimaksud huruf a di aias diferima Direksi.———

¢. Datam hal Direksi fidak melakukan pengumuman RUPS ———
‘—_‘___—ﬁ—“—'———.
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et e e

sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, pemegang
saham dapat mengajukan kembali permintaon —— e
penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisars.——————
d. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS ———
Luar Biasa kepadda pemegang saham dalam jongkd ———
wakiu paling lambati 15 {lima belas} hari terhitung sejak ——
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa ——
sebagaimana dimaksud huruf ¢ di atas diterima Dewan ——

Komisaris.

e. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimang e —

dimaksud pada huruf a harus:

(i} dilakukan dengan itikad baik;

(i)  memperimbangkan kepentingan Persercan;—

{ii}  mervpakan perminfaan yang membutuhkan — ———-

keputusan RUPS:

(iv) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang —

harus diputuskan dalam RUPS; dan

(v] tidak bertentangan dengan peraturan perundang-—

undangan dan anggaran dasar Perseroan, ———
- Permintaan tersebut harus disampaikan dengan surat ————-
tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak —

dibicarakan disertai alasannya.

. Dalem hat Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman —
RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2} huruf
d di atas, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam -
ayat (2) huruf a di atas dapat mengagjukan permintaan ————-

diselenggarakannya RUPS Luar Biasa kepada Ketug ——
_H__—__‘”—"—'——.
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Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat #

kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin .__

diselenggarakannya RUPS Luar Biasa. |
\ 4. Datam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan
pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimang —__
dimaksud dalam ayat (2) huruf ¢ dan hurut d, Direksi atay

Dewan Komisaris wajib mengumumkan: -

' a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari -
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat —

{2) huruf a; dan

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4} ini -
dilakukan dalam jangka wakiu paling lambat 15 (ima belas) -
hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS _._
dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(2) huruf b dan huruf d. "

, 5. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paiing -

kurang meialui: — o

a. 1 (satu} surat kabar harian berbahasa Indonesia yang - .

berperedaran nasionat;

b. situs web Bursg Efek; dan

C. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa
asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan _

paling kurang bahasa Inggris. —

6. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) —
huruf a waiib tidak mengaithkan kepemilikan schamnya ——. _

dalam jangka wakiu paiing sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS
h—.—‘__‘_‘-'——_.__
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jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi -
atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.—

TEMPAT DAN PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 19

. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan

. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau oi

tempat Perseroan melakukan kegiatan usoha utama .
Perseroan atau ibukota Provinsi tempat kedudukan Bursa

Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatatkan. ——

pemberitahuan mata acara rapat kepada Ctoritas Jasg ———.
Keuangan {"OJK") pdling lambat 5 {lima} hari keria sebelum —
pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan .
fidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS, dalam .
hal terdapat perubahan mata acara rapat maka Perseroan
wdajio menyampaikan perubahan mata acara kepada OJK —
paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum —
Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan — .

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal,— .-

. Sedikitnya 14 {empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS,

pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus —
mengumumkan kepada para pemegang sacham bahwa -
akan diadakan pemanggilan RUPS, dengan cara memasang
iklan dalam 1 (satu) surat kabar harion berbahasa Indonesia,
sifus web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam bahasa —

Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa .

asing yang digunakan paling kurang bahasa tnggris, bahwa -
F‘—‘—'—_.——~—¢—-—._.~




. Pemanggilan RUPS harus ditakukan sekurangnya 21 (dua

. Pemanggitan RUPS harus mencantumkan hari, fanggat, ——— -
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akan diadakan pemanggilan RUPS tanpa mengurangi ————

ketentuan dalam Angaran Dasar, dengan tidak

memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal ———

pemanggilan RUPS.

puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengaon tidak ——
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggat RUPS.—
- Pemanggilan untuk RUPS harus disampaikan kepada para —
pemegang saham dengan pemuatan iklan dalam 1 {safu) —
surat kabar harian berbahasa Indonesia,situs web Bursa Efek —
dan situs web Perseroan dalam bohasa Indenesia dan — e
bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing YoNg ————

digunakan paling kurang bahasa Inggris.

wakiu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak —
hadir datam RUPS dan mata acara rapat, dengan disertai ——
pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan
dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari _

dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS

diadakan.

-Pemanggilan RUPS Tahunan harus pula mencantumkan -
pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimaona —— -
dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat (4} di bawah telah
tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak fanggal ———
pemanggilan RUPS dan bahwa salinan dari neraca dan ————

perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat - -

diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari .
._—_-____————-——.
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pemegang saham.

_U.s'u'! dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara —
RUPS apabila:

‘a. usul yong bersangkutan telah digjiukan secara tertulis ————

kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham
yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari ——

keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah; —

dan

. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi ——

sedikitya 7 {tuiuh} hari sebelum tanggal pemanggilan ——
uniuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan———

menurut pendapat Direksi usul itu dianggap kerhubungan

langsung dengan usaha Perserodan.

. usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud padd —-

huruf b di atas harus:

(i} dilakukan dengan ifikad baik;
{if) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; —————

(i)  menyeriakan alasan dan bahan usulan mata acara

‘ rapat; dan
(iv) fidak bertentangan dengan peraturan perundang-—

l ungangan.

Usulan mata acara rapat dari pemegang saham ————-
sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas merupakan -

mata geara yang membutuhkan keputusan RUPS, —————

e PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH — ————

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 20
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yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, jika tidak ada —

Secrangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau
berhalangan karena sebab apapun yang fidak perly . &
dibukfikan kepada pihgk ketiga, RUPS dipimpin oleh salgh

seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi, jika tidak

ada seorangpun anggota Direksi yang hadiratau
berhalangan karena sebab Qpapun yang tidak perfy —.__
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang

yang dipilih oleh dan diagntara pemegang saham yang hadi
dalam RUPS,

- Dalom hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ____
Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal -
yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh
anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidok mempunyai ——-
benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. —.
Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyqi

benturan kepenfingan, makag RUPS dipimpin oleh salah

seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hat
satah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi —_.__
mempunyai benfuran kepentingan atas hal yang akan - __
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh seorang —.
anggota Direksi lainnya yang fidak mempunyai benturan ____
kepentingan. Apabila semug anggota Direksi mempunyai -

benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah

seorang pemegang saham bukan pengendali yang ditunjuk
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——

oleh mayoritas pemegang saham [ainnya yang hadir dalam -

RUPS.—

- Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan ———
wewenangnya untuk hadir dalam RUPS sesuai dengan ——
persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan ..
Komisaris pada waktu pemanggiian RUPS, dengan ketentuan
untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, harus

mengindahkan peraiuran perundang-undangan di bidang —-

Pasar Moddal di indonesia.

. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam —— .
RUPS dibuat Risalah RUPS oleh Notaris dan ringkasan Risalah —
RUPS.

- Risalah RUPS tersebut menjadi buki yang sah ternadap —— -

semua pemegang scham dan pihak ketiga tenfang —— . _

keputusan dan segala sesuatu yang terjadi datam RUPS..
. Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat -
{3) waijib diumumkan kepada masyarakat paling kurang ———.

meilalui:

a. 1 {satu] surat kabar harian berbahasa Indonesia . __

erperedaran nasional;

b. situs web Bursa Efek: dan : -

C. sifus web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasg
asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan —

paling kurang bahasa inggris.

. Pengumuman ringkasan Risalah RUPS sebagaimana —

dimaksud ayat {4) wajib diumumkan kepada masyarakat ———

paling lamibat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS
M--———-—___._
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diselenggarckan.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

PASAL 21

. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadir oleh —

pemegang sacham atau kuasanya yang sah yang —————
mewakili lebih dari 50% {lima puluh persen} dari jumiah —
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah —

dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila ditentukan —

lain dalam Anggaran Dasar.

| b. Dalam hal kucrum sebagaimana dimaksud datam ayat

(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ————

pemanggilan RUPS kedua.
I c. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh} —
hari dan paling lambat 21 {dua puluh satu) haori terhitung -
sejak RUPS perfama, dengan syarat dan acara yang ——
sama seperti yang diperiukan untuk RUPS pertamd,
kecudli mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ———
ditetapkan dalam huruf d dan pemanggitan harus —— .
ditakukan paling lambat 7 {tujuh) hari sebelum RUPS
Kedua tersebut tanpa perlu ditakukan pengumuman —
terlebih dahutu dan disertai dengan informasi bahwa ——

RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi fidak ————

mencapdi kuorum.

d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil
Keputusan yong mengikat apabila dinadiri oleh
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang ——— .

mewakili paling sedikit 1/3 {satu per tiga) bagian dari ————
\
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e bt et

jiumlah seluruh saham dengan hak sudra yang sah, kecual
apabila ditentukan lcin dalom Anggaran Dasar, ————
e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua fidak ———-
tercapai, atas permohonan Perseroan, KUorum — wee————
kehadiran, jumiah suara untuk mengambil keputusan, ——
pemanggilan dan wakiu penyelenggaraan RUPS ketiga —-

ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai perajuran —

yang berlaku.

Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham ——

lain atau orang lain dengan surat kuasa.

- Surat kuasa haruys dibuat dan ditandatangani dalam bentuk
sebagaimana ditentukan cleh Direksi Perseroan, dengan —— -
tidak mengurangi ketenfuan Undang-Undang dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata —-
dan harus digjukan kepada Direksi sekurangnya 3 ({liga) hari —
kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan, ——
- Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa vntuk —————
mewdakill pemegang scham diperlihatkan pada wakiu RUPS -

diadakan.

Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada ——

pemiliknya uniuk mengeluarkan 1 (satu} suara.

. Dalam penetapan jumiah kuorum RUPS, anggota Direksi, ———-

anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh ——
bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi ——— -
dalom pemungutan suara, mereka sebagai kuasa —
pemegang sanam tidak berhak untuk mengeluarkan suara. —

Pemunguian suara mengenai dir orang dilakukan dengan ——




——
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surat tertutup yang tidak difandatangani dan mengenai hal
fain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan
tain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegan
saham yang hadir dalam RUPS, yang bersama-sama ————

mewakiii sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumiah seluruh

saham dengan hak suara yang sah.

Dalam pemungutan suarg, suara yang dikeluarkan oleh ———
pemegang saham berlaku untuk seluruh  saham yang
dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan
kuasa kepada lebih dari seorang kuasa unituk sebagian dari

jumiah saham yang dimilikinyc dengan suara yang berbeda.

dan tfidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang —

dikeluarkan dalam RUPS.

yang hadir dalam RUPS namun obstain [tidak memberikan
suara) dianggap mengeluarkan suara yong sama dengan
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan ———-

suara,

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk

mufakat,

disetujui lebih dari 1/2 {satu per dua) bagian dari seluruh ———.
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ——
datam undang-undang atau Anggaran Dasar ditentukan ———

lain.

h—‘.\\———_




10.a. Keputusan RUPS berkenaan dengan transaksi yang
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mempunydi benturan kepentingan sebagaimana yang —
dimaksud dalaom Pasal 11 ayat {4} di atas harus diambil ——-
dalam RUPS yang khusus diadakan uniuk keperiuan ——
tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham
independen, yaitu pemegang saham yang tidak —————__
mempunyal benituran kepentingan atas transaksi tersebut -
{untuk sefanjutnya disingkat "Pemegang Saham
Independen”) yang memifiki iebih dari 50% (limapuluh ——_
persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suarg
yang sah, yang dimiliki seluruh Pemegang Saham —————_.
Independen, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan
suara setuju dari Pemegang Saham independen yang ——-—
memiliki lebih dari 50% (limapuluh persen} dari jumlah ————
seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang dimiliki —-

oleh seluruh Pemegang Saham Independen.

. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang ———-
saham utama, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang
mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi yang
diputuskan, tidak berhak mengeluarkan saran atau ——

pendapat.

. Pemegang saham yang mempunyai benturan ——
kepentingan dianggap telah memberikan keputusan — -
yang sama dengan keputusan yang diambil cleh ———

Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai -

benturan kepentingan;

. Jikatau kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat {10} —

‘___H_"_"'———-'—-—._




. RUPS uniuk menyetujui bengdalinan kekayaan Perseroan ——
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I

huruf a Pasal ini di atas tidak fercapai, maka dapat ——

diadakan RUPS yang kedua dan RUPS kedua adalah sah
apabila dihadin oleh Pemegang Saham independen —
yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) darf —

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, dengan —

tetap tidak mengurangi ketentuan ayat {1) Pasal ini dan
keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50 __:
{ima puluh persen) dari jumiah saham yang dimiliki ———
Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.—

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai maka aias -

permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat —
diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil ———
keputusan jika dihadir oleh Pemegang Saham ———————-

Independen dari scham dengan hak suara yang sah, ———-

dalam kuorum kehadiran yvang difetapkan oleh OJK. ——

atay djadikannya kekayaan Perseroan sebagal jominan ——-
huiong, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh —————.
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan datam saty —————
transaksi atau lebih, balk yang berkaitan satu sama lain ———-

maupun tidak, penggabungan, peleburan,

pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permochonan ————

agar Perseroan dinyatakan paiiit dan pembubaran, —————

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS dihadin oleh pemegang saham yang mewakill ———
-———'—_-‘_'—'—-———
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paling sedikit 3/4 {figa per empat) bagian dari jumlah ——_
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan —
keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 —

(tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan ————

hak suara yang hadir dalam RUPS.

b. Apabila kuorum yang dimaksud dalam ayat {11) huruf o —.
Pasal ini fidak fercapal, maka dapat diselenggarakan ———
RUPS kedua dan RUPS kedua adalah sah bila dihadini — .
oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua
per tiga) bagian dari jumiah seluruh saham dengan hak —
suara yang sah dan keputusannya disetujui lebih dari 3/4 —

(tiga per empat) bagion dari seluruh saham dengan hak

suara yang hadir dalam RUPS. —
<. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai,makg ———
atas permochonan Perseroan, kuorum kehadiran, ———

jumlah suara untuk mengambil keputusan,

pemanggilan dan wakiu penyelenggaraan RUPS — .

ketiga ditetapkan cleh OJK.

12. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham

seloma pembicaraan atau pemungutan suara dalam ——

RUPS harus memenuhi'syorcrf sebagai berikut:

a. menurut pendapat Ketua Rapat hat tersebut

berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS .

yang bersangkutan; dan

b. hal-hal tersebut digjukan oleh satu atau tebih

pemegang saham yang secard bersama-sama —

memiliki sedikitnya 10% {sepuluh persen) dari jumlah — . _.
—
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mam dengan hak suara yang sah; dan——. .~

’ c. menurut pendapat Ketua Rapat usut itu dianggap ————-

l berhubungan tangsung dengan usaha Perseroan.—————
PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
PASAL 22

1. Pengubahan Anggaran Dasar selain penambahan modal — __
ditempatkan dan moddal disetor difetapkan oleh RUPS vang —
dihadiri oleh Permegang Saham yang mewdakili sedikitnya 2/3 -
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah dan keputusannya adalah sah jika disetujui —
oleh lebih dari 2/3 {dua per figa) bagian dari seluruh saham —

dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

-Khusus untuk penambahan moddal ditempatkan dan disetor -
dalam batos medal dasar, keputusan RUPS adalah sah ——-
apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 -
(satu per dua} bagian dari seluruh jumiah saham dengan hak
suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumiah seluruh suara yang dikeluarkan.——— —
| 2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada -
ayat (1) Pasal ini tidak tercapdai, dapat diselenggarakan RUPS

kedua.

' 3. RUPS kedua dalam rangka pengubahan Anggaran Dasar ———
selain mengenai penambahan modal ditempatkan dan — —
modal disetor adalah sah dan berhak mengambil keputusan
jika RUPS dihadin atau diwakili paling sedikit 3/5 (tiga per ima)

bagian dari jumlah seturuh saham dengan hak suara yang —

sah dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 ———
-____"_‘—"-‘—-—__




(satu per dua} bagian dari seluruh scham dengan hak suurc:t

yang hadir dalam RUPS. __
-Khusus untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor -
dalam batas modal dasar, keputusan RUPS kedua adalah ——.
sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran paling ————
sedikit 1/3 {satu per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham —-
dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 —
{(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara —

yang hadir dalam RUPS.

4. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud .

pada ayat (3} Pasal ini fidak tercapai, maka atas
permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumiah suara ———
untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan wakiu
penyeilenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh QK .
. Keputusan mengenai pengurangan modal harus —
diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 {satu) atau —
iebih surat kabar harian berbahasa indonesia yang ferbit dan
atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan, ——
dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan -
RUPS tentang pengurangan modal tersebut.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU -

DAN LAPORAN TAHUNAN

—_———— PASAL 23

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana kerja ——

yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada ——

Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum ——_
—
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tahun buku dimulai.

! 2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat {1} harus —

disampaikan paling lambat 30 {tiga putuh} hari sebelum

dimulainya tahun buku yang akan datang.
{ 3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari —

sampai dengan tanggal 31 {figa puluh saty) Desember. Pada

akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.——
' 4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di —
kantor Perseroan untuk dapat diperiksa cleh para pemegang
saham ferhitung sejok tanggai panggitan RUPS Tahunan.———_
‘ 5. Perseroan waijib mengumumkan neraca dan loporan laba —
rugi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa indonesia, _
salah satu diantaranya berperedaran nasional dan lainnya —-
yang terbit ditempat kedudukan Perseroan, selambat-—______

lambainya pada akhir buian ketiga setelah tanggal Laporan

Kevangan Tahunan.
————PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN ——
PASAL 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suaty fahun buku seperti
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang ——
telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo ——_

laba yang positif, dibagi menurut carg penggunaannyg

yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -~
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan __

yang diambil datarm RUPS, dalam keputusan mana juga -

harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen
-_—.—__——'—"——-_..__
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dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku -
di Bursa Efek di indonesia di mana saham-saham Perseroan —

dicotat.

-Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang —-
atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar o
Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan ——
oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana kepuitusan

untuk pembagian dividen diambil.

-Hari pembayaran harus divmumkan oleh Direksi kepada ———

semud pemegang saham.

-Perseroan wdajib melaksanakan pembayaran dividen tunai -
kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 ——
(tiga puluh) hari setelah divumumkannya ringkasan risatan ———
RUPS yang memutuskan pembagian dividen tungi—
-Pasal 19 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis bagi ————.——

pengumuman tersebut.

. Dengan memperhitungkan pendapatan Perseroan pada ———
tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih —— .
seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi ———
yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong ———
Pajak Penghasilan dapat diberikan tantieme kepada ——
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang ———

besarnya ditentukan oleh RUPS.

. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan ——
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan -

dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun —
—_—




. Perseroan dapat membagikan Dividen Interim berdasarkan
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buku sefanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat iaba -
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ————-

perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ferfutup.—————

keputusan Rapat Direksi dengan perseiujuan Dewan —————

Komisaris dan keputusan tersebut harus dilaporkan dalam —

RUPS Tahunan yang berikutnya.
PENGGUNAAN CADANGAN

PASAL 25

. Perseroan waijib menyisinkan sebagican laba bersihnya untuk —

. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) yang ——

cadangan, sampai cadangan mencapdai jumiah 20 % {dua
puluh persen) dar jumiah modal ditempatkan dan disetor —
Perseroan dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan
untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutup dengan —

cadangan lain.

Dalam hal jumlah cadangan felah melebihi jumlah 20 % {dua
puluh persen) dari jumiah modal ditempatkan dan disetor ——-
Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumiah e —

kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan,

belum digunakan untuk menutup kerugion dan jumiah ———
cadangan yang melebihi jumiah sebagaimana dimaksud —-
pada ayat {2} yang penggunaannya belum ditentukan oleh -
RUPS, harus dikelola dengaon cara yang tepat menurut ——
pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan ———

Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan ——-

_psrundang-undangan.
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PERATURAN PENUTUP
PASAL 26

1. Sepanjang tidak diatur fersendirn datam Anggaran Dasar ini —

beriaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan

peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam ——

Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS
Akhirnya Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya ———.

sebagdaimana tersebut diatas:

A. Menyatakan dan menegaskan susunan pemegang saham —

Perseroan per tanggal figa puluh April dua ribu lima belas ——
{30-04-2015} sebagai berikut: — .
1. PT. SATYA MULIA GEMA GEMILANG, sebanyak 929.400.000

{sembilan ratus dua puluh sembitan juta enam ratus ribu) -
saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp.464.800.000.000,- {empat ratus enam puluh empat ———

milior delapan ratus juta Rupian).

2. Masyarakat, sebanyak 730.400.000 {tujuh ratus tiga puluh -
juta empat ratus ribu) saham, dengan nilai nominal - _

selurunnya sebesar Rp.365.200.000.000,- {tiga ratus enam -

puluh lima miliar dua ratus juta Rupiahy).
sehingga seturuhnya berjumlah 1.660.000.000 (satu milyar —.
enam ratus enam puluh juta) saham, dengan nilai nominal —

seluruhnya Rp.830.000.000.000.- {delapan ratus tiga puluh —-

miliar Rupian}.

B. Menyatakan dan menegaskan susunan para anggota
-




berikut ; -
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Direksi don Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana telah —
diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan —
Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal dua puluh —
satu Mei dua ribu empat belas {21-05-2014), sebagaimang —
termaktul dalam Akia Nomor: 15, tanggal dua puluh satu ——
Mei dua ribu empat belas (21-05-2014), yang minutd —————_

aktanya dibuat oleh saya, Notaris, dengan susunan sebagai

Direksi:

- Presiden Direktur

Tuan HERMAN BERNHARD -——--
LEOPOLD MANTIRI, lahir di ~—— -
Bogor, pada tanggal sebelas -
September seribu sembilan —
ratus tiga puluh sembilan ——--—-
(11-09-1939), swasta, ——
bertempat tinggal di Jokarta —
Utara, Kecamatan Kelapa ———
Gading, Kelurahan Kelapa ——
Gading Barat, Rukun ——————_
Tetangga 002, Rukun Warga —
006, setempat dikenal — ———_
dengan Jalan Raya Pelepah —
fndah QB.3/1, (pemegang ———
tanda pengenal yang berupa
Kartu Tonda Penduduk ———__
Kelurahan Kelapa Gading ——

Barat, fanggal empat Okiober

—
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l - Direktur

| - Direktur
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——

duda ribu satu (04-10-2001), ——
Nomor: 09.5106.110939.0098), -
Warga Negara Indonesia -—--
Tuan VIRENDRA PRAKASH .
SHARMA, |ahir di Jaipur, pada -
tfanggal dua puluh figa Maret -
seribu sembilan ratus imag ——-
puluh delapan (23-03-1958), —
swasta, , bertempat tinggai di -
Jakarta Selatan, Apartemen —-
Nuansa Hijau Tower C Lantai —
11/3, Pondok Indah, —w-—.
(pemegong tanda pengenal =
yang berupa Karfu Izin Tinggal
Tetap Elekironik yang

dikeluarkan oleh Direktorat —
Jenderal Imigrasi, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, tanggal —
empat September dua ribu —
figa belas (04-09-2013) nomor:
JEGAB33093}, Warga Negara -
Indic;

nyonya SUSIANA LATIF .

tersebut di aias.

nyonya SJENIWATE GUSMAN —

fersebut di atas. -

.-~_"——__—_'—'-———-.
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Tuan MICHAEL DAVID CAPPER. :
lahir di Solinull, Inggris, pada -
tanggal tujuh belas April seribu,
sembilan ratus enam puluh -- .
empat (17-04-1964), swasta, —-
bertempat tinggal di Jakarta —
Selatan, setempat dikenal —
dengan Aston Hotel Room —
2002, talan Garnisun Dalam ~
Nomior: 8, Karet Semanggi, —
(pemegang tanda pengenal
yang berupa Kartu izin Tinggal
Terbatas yang dikeluarkan —-
oleh Kantor Imigrasi Jakaria —-
Selalan tanggal sembilan ——
belas Juni dua ribu figa belas -
(19-06-2013), nomor: 2C11JE —
?891-M}, Warga Negara ———

Inggris;
Tuan HENDRY HASIHOLAN ~—-—

BATUBARA, iahir di Jakarta, —-
pada tanggal dua Nopember
seribu sembilan ratus ima —-
puluh tujuh (02-11-1957), ~——n
swasta, bertempat tinggal di —
Kota Tangerang Selatan, ————

Kecamatan Pondok Aren, ——_

e ————
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e

Keturahan Pondok Jaya, — ——
Rukun Tetangga 003, Rukun ——
Warga 007, sertempat dikenal -
dengan Jalan Senopati ll Blok -
B-3 KEB TERRACE, (pemegang -
tanda pengenal yang berupa
Kartu Tanda Penduduk Kota ——-
Tangerang Selatan, tanggal —-
sepulun Januar dua ribu figa —
belas (10-01-2013), Nomor ———
3674030211570001), Wargd ——-

Negara Indonesia.—————————

Tuan JOHANES RIDWAN,

Sarjana Hukum, lahir di Sungai -
Lict, pada tanggal tujuh belas
Agustus seribu sembilan ratus —
enam puluh fima {17-08-1945), -
swasta, berfempat finggal di —
Jakarta Barat, Kecamatan -
Grogot Petamburan, ——ree—e-—-- -
Kelurahan Grogol, Rukun «e—-
Tetangga 008, Rukun Warga -
007, setempat dikenat Jaloan —
Jaton Dokter Nurdin 1 Nomor
9. {pemegang tandd —

pengenal yang berupa Kartu —

Tanda Penduduk Kelurahan ——
__-—_'_'_'_———v——ﬁ__
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N
Grogol fanggal dua puluh ——-

sembilan Sepfember dua ribu -
sebelas (29-09-2011), Nomor: —
3173021708650010), Warga —

Negara Indonesiq;

- Presiden Komisaris

Independen

- Wakil Presiden Komisaris
'—‘—!—-..._.__-_‘____

Nyonya MIEN SUGANDHI, ———

lahir di Magelang, pada ———
fanggal enam Oktober seribu -
sembilan ratus tiga puluh —-
empat {06-10-1934), swasta, —-
bertempat tinggal di Jakarta -
Pusat, Kecamatan Menteng, -
Kelurahan Menteng, Rukun —--
Tetangga 001, Rukun Warga —
002, setempat dikenal dengan
Jalan Diponegoro nomor: 54, —
{pemegang tanda pengenal —
yang berupa Kartu Tandag -—--
Penduduk Kelurohan ————-—
Menteng, tanggal dua puluh —
tiga Januari seribu sembilan —
ratus sembilan putuh enam —-
{23-01-19968) Nomor: —-w————
1604.25891/4610340031}, ———.

Warga Negara Indonesia; ——-

Tfuan GUSTI BENDORO
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PANGERAN HARYO HAJl
PRABUKUSUMO, Sarjana —
Psikologi, lahir di Yogyaokarta -

pada tanggat dua puluh dua -
Desember seribu sembilan -—
ratus lima puluh empat —-—- -
(22-12-1954), swasta, —— ————
bertempat tinggail di Kota ———
Yogyakarta, Kecamatan ————

Kraton, Kelurahan

Panembahan,

Rukun Tetangga 032,
Rukun Warga 009, setempat --

dikenal dengan Keraton —--—-—-

Yogyakartaq, _
{pemegang tanda pengenal -
yang berupa Kartu Tanda ——
Fenduduk Elekironik Kota -

Yogyakarta, tfanggai sepuluh —
Agustus dua ribu dua belas ~——
{10-08-2012), Nomor :

3471092212540001), Wargo ——
Negara Indonesic; ————————
tuan AGUS GOZAL, Iahir di —
Jakaria, pada tanggai dua —
puluh sembilan Agusius seribu -

sembitan ratus tujuh puluh tiga
T ——
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(29-08-1973), swasta, ————

bertempat tinggal di Jakaria

Barat, Kecamatan Tambora, —
Kelurahan Tanah Sereal, Rukun
Tetangga 008, Rukun Warga —
014, setempat dikenal ———

dengan Jalan Tanah Sereal —

1711 (pemegang tanda

pengendl yang berupa Kartu —

Tanda Penduduk yang
dikeluarkan oleh Kelurghan —
Tanah Sereal, tanggal figa «——
puluh satu Agustus dua ribu ~——
dua belas (31-08-2012), nomor:
3173042908730009}, Warga — -
Negara indonesia; ——
fuan HANDAKA SANTOSA, Iahir
di Surakarta, pada tanggal —-
dua putuh April seribu

sembilan rafus lima puluh

enam {20-04-1954), swastq, ~—

bertempat finggat di Jakartg —

Barat, Kecamatan

Kembangan, Kelurahan -

Kembangan Seiatan, Rukun —

Tetanggao 010, Rukun Warga —

003, setempat dikenal ————
'__.'__“'_————-._._
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dengan Jaian Kembang -

Molek Blok J 5 Nomor 12 A;——
{pemegang tanda pengenal -
yong berupa Kartu Tanda ——
Penduduk yang dikeluarkan —
oleh Kelurahan Kembangan —
Selatan, tanggal tiga puluh ~——
satu Mei dua ribu sebelas (31—
-05-2011), Nomor: ———
3173082004560004), Warga —-
Negara Indonesia ;————— . -
Tuan PRAKOSO EKO
SETYAWAN HIMAWAN, Iahir di —
Jokarta, pada tanggal ——--—-
delgpan belas September —
setibu sembilan ratus ima ——-
puith empat (18-09-1954), -
swasta, bertempat tinggal di —
Jakarta Utara, Kecamatan ——
Penjaringan, Kelurahan Pluit, -
Rukun Tetangga 003, Rukun —
Warga 007, setempat dikenat -
dengan Pluit Sakti VI/40, - —_
(pemegang tanda pengenal -
yang berupa Kartu Tanda ~~-—-
Penduduk yang dikeluarkan —

oleh Kelurahan Pluit, tanggal —
-__————'——-—_




- Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada 2 (dua)

[ sefuruh keputusan sebagimana diambil dan diputuskan

‘ sepuluh menit) Wakiu Indonesia Barat.
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sebelas September dua ribu
dua belas (11-09-2012), — -
Nomor: 3172011809540005}, —

Warga Negara Indonesia; ——

anggota Direksi Perseroan dengan hak Substitusi tersebut, —-
untuk melakukan segala tindakan yang dianggap periu, ——
penting dan/atau diisyaratkan dalam rangka efektifnya, —-
sahnya dan/atau berkaitan dengan keputusan-keputusan —
sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Agenda —
Kelima Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan,

termasuk tetapi tidak ferbatas pada unfuk (@) menghadap di

hadapan Notaris, (b) menyatakan kembali keputusan-
keputusan yang diambil dalam Agenda Kelima Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, baik sebagian

maupun seluruhnya, dalam bentuk ckia notaris maupun

datam bentuk lainnya, dan/atau {c) mengumumkan,

memberitahukan dan/atau melaporkan sebagian atau

dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan -
ini kepada publik, para Ppemegang saham Perseroan, pihak-—
pihak terkait serfa instansi dan/atau pejabat yang
berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada Otoritas ——
Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Menteri Hukum —

Dan Hok Asasi Manusia Republik Indonesia.

' Akta ini di selesaikan pada pukul 13.10 (tiga belas iewat
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DEMIKIANLAH AKTA N}

Dibuat sebagal minuta dan diresmikan di Jakarta, pada harl, —-

tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awdal akia inj ——-

dengan dihadirt oleh : —
1.

Nona IKA RIZKY CHANDRASARI, Sarjana Hukum, Magister

Kenctariatan, lahir di Manokwari, pada fanggal empat

Maret seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (04-03-—

1989), bertempat tinggal di Kota Jayapurg, Kecamaian s
Abepura, Kelurahan VIM, setempat dikenal dengan Pemda i
Blok A Nomor: 15-A Kotargja (pemegang tanda pengendl ——
yang berupa Kartu Tanda Penduduk Elekironik Kota

Jayapura, tanggal sembilan belas Oktober dua ribu dug —

belas {19-10-2012}, Nomor: 2171034403890007), Warga

Negara Indonesia, unfuk sementara berada di Jakarta. Dan; -

Nona IDA AYU PUTU SWANDEWI, Sarjana Hukum, Magister —

Kenotariaian, lahir di Kemenuh, pada tanggat dua puiuh
tujun Maret seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan —

[27-03-1989), bertempat tinggal di Kemenuh, Kabupaten

Gianyar, Kecamatan Sukawati, Kelurahan Kemenuh, Banjar —
Kemenuh, (pemegang tanda pengenal yang berupa Karfu —
Tanda Penduduk Elekironik Kabupaten Gianyar, ianggal ——
enam belas Juli dua ribu dua belas (16-07-2012) Nomor: -
5104016703890002, Warga Negara indonesid, unfuk ——————

sementara berada di Jakaria.

keduanya adalch pegawai dari Kantor Notaris ini sebagai saksi-

saksi.

Setelah akia ini sayq, Notaris bacakan kepada para
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e b e et

penghadap dan para saksi, maka akia ini segera

ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya.

Notaris.

Dilangsungkan dengan tiga perubahan karena tiga ——

gantian tanpa tambahan maupun coretan.

-Minuta akia ini telah ditandatangani dengan sempuma.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH.,MH
Notaris di Jakarta
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